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KATA PENGANTAR

uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya Revisi
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Tahun 2022 telah dapat diselesaikan.

Revisi RBA BPJPH merupakan RBA yang telah disesuaikan dengan RKA-K/L Tahun 2022.
Dokumen Revisi RBA ini dibuat sebagai akibat adanya penyesuaian target terhadap RBA yang
ditetapkan sebelumnya. RBA ini disusun dengan memperhatikan segala sesuatu baik di internal

maupun eksternal, yang diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan beserta anggarannya.

Dokumen Revisi RBA BPJPH Tahun 2022 memuat rencana kerja dan kegiatan seluruh unit
kerja yang terintegrasi dan saling terkait. Secara konseptual RBA ini disusun melalui usulan masing-
masing unit kerja dengan mempertimbangkan potensi-potensi pendapatannya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis
dan Anggaran ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyusunan
RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BPJPH ke depan.

Jakarta, Februari 2022
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RINGKASAN EKSE _

PJPH telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor : 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019, dimana pengelolaan harus

profesional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas. Pada Tahun 2022, BPJPH memasuki tahun ke-2 pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dikarenakan tarif pelayanan baru diterapkan pada
Desember 2021. Tujuan perubahan status tersebut adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan
kinerja pelayanan melalui pengelolaan keuangan yang fleksibel yang efektif, efisien, ekonomis dan
produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan terdiri atas faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan pencapaian tujuan yang terdiri atas pelayanan, keuangan, sumber daya manusia, dan
sarana prasarana. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun
tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya antara lain seperti
peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan perkembangan tehnologi.

Sumber anggaran BPJPH adalah Rupiah Murni dan PNBP-BLU. Total anggaran BPJPH di
tahun 2021 sebesar Rp. 68,7 milyar. Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.67,9 milyar atau
98.81% dari pagu anggaran dengan nilai kinerja 87.66%.

Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran BPJPH 2022 disusun berdasarkan Renstra Bisnis BPJPH
dengan program prioritas meliputi layanan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan produk
halal, serta kerjasama dan standardisasi halal. Layanan tersebut akan dicapai melalui program
prioritas dan indikator kinerja program dengan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta

asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi makro maupun mikro.

Asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini antara 5-5.5 % yang diprediksi akan
meningkat dalam 5 tahun ke depan. Kurs dan suku bunga diasumsikan stabil dalam selang 5
tahun dan inflasi berada pada kisaran 4-5%. Percumbuhan ekonomi diharapkan meningkat setiap
tahun, sehingga akan menyebabkan penerimaan negara meningkat khususnya dari fiskal/pajak dan
akan menyebabkan peningkatan relatif atas rupiah murni dalam DIPA BPJPH. Kurs yang stabil
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akan menyebabkan peningkatan relatif atas rupiah murni dalam DIPA BPJPH. Kurs yang stabil
diharapkan mampu memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia di masa yang akan
datang.

Asumsi mikro yang dijadikan dasar terdiri atas: (1) Tarif BLU BPJPH Kementerian
Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan
Kepala BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, (2) Volume
layanan, berdasarkan data OSS per 16 Desember 2021, terdapat 270.464 pelaku usaha yang
telah mendapatkan NIB Perizinan Tunggal, dimana 249.040 pelaku usaha diantaranya harus
ditindaklanjuti dengan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare, (3) Total Pendapatan BLU
BPJPH, dan (4) Rencana Biaya BPJPH tahun 2022 yang akan digunakan untuk mendukung non
operasional dan operasional layanan BPJPH.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk memberikan layanan jaminan produk halal bagi
masyarakat, BPJPH di tahun 2022 ini menganggarkan Rp114.190.163.000,- Target penerimaan
pendapatan sebesar Rp8.800.000.000,- dan pagu anggaran sebesar Rp105.390.163.000,-
dengan rincian alokasi untuk Sekretariat sebesar Rp56.352.742.000,-. Kemudian alokasi
sebesar Rp30.000.000.000,- untuk pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal. Selanjutnya
Rp13.537.421.000,- dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Dan
Rp14.300.000.000,- dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Dalam pengelolaan keuangan BLU, BPJPH telah memiliki aplikasi BIOS sebagai upaya
penerapan IT dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja. Pengembangan
sistem informasi BIOS antara lain operasionalisasi BIOS, penggunaan aplikasi persuratan dan
pemrosesan yang setara, dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU.



PENDAHULUAN

A. UMUM

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim berkepentingan besar memiliki aturan
jaminan produk halal (JPH). Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai
aturan omnibus law telah mengatur ketentuan halal. Regulasi turunan JPH ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang merumuskan dan menerapkan kebijakan JPH,
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencaburt Sertifikat
Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Serrifikat Halal pada produk luar negeri,
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH,
melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan
Auditor Halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang
penyelenggaraan JPH.

BPJPH Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan hal tersebut akan
tetapi perlu kerjasama lintas kementerian dan lintas kelembagaan. Tantangan terdekat BPJPH
adalah meyakinkan publik sebagai lembaga pemerintah yang dapat berperan sebagai regulator dan
katalisator peredaran produk halal di Indonesia. Regulator berarti bertanggung jawab dalam hal
pembuat kebijakan yang menyangkut kepentingan halal di Indonesia. Katalisator berarti penggerak,
penumbuh, dan mempercepat segala kepentingan terkair halal di Indonesia.

BPJPH bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mendorong pelaku usaha
mematuhi ketentuan mengenai produk halal karena memberi kepastian hukum terhadap kehalalan
suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikac halal. Tujuannya memberikan kenyamanan,
keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam
mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku
Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Konsekuensi kewajiban bersertifikat halal
bagi produk (baik barang dan jasa) sangat krusial. Satu sisi, mandatory ini memastikan produk
yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakar rerjamin kehalalannya.
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BPJPH rtelah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 3/KMK.05/2019 tanggal 2 Januari 2019, dimana pengelolaan harus profesional
dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. Sebagai Instansi pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang melaksanakan
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, BPJPH menyelenggarakan layanan:

1. Layanan Sertifikasi;

Layanan Akreditasi

Layanan Registrasi;

Layanan Pelatihan Auditor dan Penyelia Halal;
Layanan Sertifikasi Auditor dan Penyelia Halal; dan

S AN

Layanan Penunjang,.

Pelayanan yang diberikan BPJPH untuk menyelenggarakan JPH dengan memberlakukan carif
layanan serrifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK) sejak 1 Desember 2021. Aturan
tersebur tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH
dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU
BPJPH. Peraturan itu juga mencakup ketentuan carif layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK.
Terdapat dua skema untuk penarifan sertifikasi halal, yaitu pernyataan mandiri pelaku usaha atau
self declare dan reguler. Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH
tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan
BLU BPJPH. Dengan pemberlakuan tarif tersebut, BPJPH akan mendapatkan penerimaan PNBP
terkait layanan-layanan yang telah diberikan kepada pelaku usaha dan stakeholder JPH.

B. VISI DAN MISI BLU
Visi:
“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”

Misi

1. “Untuk mewujudkan visi Badan Layanan Umum BPJPH “Menjadi Penyelenggara Jaminan
Produk Halal Terkemuka di Dunia” maka BPJPH memiliki misi, sebagai berikut:

2. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;

4. Mewujudkan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan
standardisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;

5. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tatakelola organisasi
yang baik; dan

6. Mengembangkan unit usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
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Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, BPJPH telah memiliki nilai-nilai (values)

C. BUDAYA BLU

penyelenggaraan Budaya Kerja Badan Layanan Umum yang terdiri atas 5 (lima) nilai, yaitu:
1. Sinergitas: Membangun kerjasama internal yang produktif dan berkomitmen mencapai tujuan
yang sama serta kerjasama eksternal yang harmonis;

2. Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar serta
mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;

3. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik

4. Profesionalitas: Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta
melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan;dan

5. Pelayanan: Berorientasi memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan
sepenuh hati, responsif, tepat waktu, dan transparan.

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi komitmen bagi Pejabat Pelaksana Kegiatan yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BPJPH (PPK BLU), yang disingkat menjadi
SIIPP. Nilai-nilai penyelenggaran budaya kerja ini diyakini akan sangat mendukung dalam
mewujudkan penyelenggaran PK-BLU yang akan memperkuat upaya BPJPH meningkatkan
layanan jaminan produk halal berkualitas dan lebih menjamin keterwujudan visi BLU BPJPH.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjalankan fungsi:

1. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan
jaminan produk halal;

2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk

halal;
4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;

Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.
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Untuk menciptakan tata kelola yang baik yang juga berpedoman pada Organisasi Tata Kelola
PK-BLU sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 yang
menyebutkan bahwa Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan; dan
3. DPejabat Teknis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Struktur Organisasi BPJPH sebagai instansi pemerintah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum terdiri atas satu Pemimpin
BLU, satu Pejabat Keuangan BLU, dan tiga Pejabat Teknis BLU. Pemimpin dijabat oleh Kepala
BPJPH, Pejabat Keuangan dijabat oleh Sekretaris Badan, Pejabat Teknis dijabat oleh Kepala Pusat
Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal,
dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal. Berikut strukeur organisasi pengelolaan
keuangan BLU BPJPH:



STRUKTUR BADAN LAYANAN UMUM BPJPH
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Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum tahun 2022

bl PRy TR

I | Pimpinan BLU ¢ | Muhammad Agqil Irham

2 | Pejabat Keuangan : | M.Arfi Hatim

3 | Pejabat Teknis

Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal |: | Mastuki
Bi ;
|da.1ng Layanan Pembinaan dan Pengawasan -

Jaminan Produk Halal

Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi | Siti Aminah

Halal
4 | Satuan Pemeriksa Internal ¢ | H.Mohammad Fitri, S.Ag., M.Ak.
5 | Dewan Pengawas ¢ | Nizar Ali

6 | Unit Pengembangan Usaha -

1. Pimpinan BLU

Kepala BPJPH berfungsi sebagai Pemimpin BLU yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan
pelayanan jasa BPJPH. Tugas Pemimpin BLU adalah menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran
dan program BPJPH untuk mewujudkan visi dan misi BPJPH, dengan menjalankan prinsip-
prinsip good governance. Kewajiban Pemimpin BLU adalah sebagai berikut:

l. memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis Strategis (RSB) BPJPH dan menjamin
kesiapan RSB;

2. memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan BPJPH
dan menjamin kesiapan RBA;

3. mengusulkan calon Pejabat Keuangan Umum, Pejabat Teknis, dan Kepala Bidang Pengembangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;dan

4. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan periodik BPJPH kepada

pejabat yang berwenang

2. Pejabat Keuangan (Sekretaris BPJPH)

Pejabat Pengelola Keuangan diangkar oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan
dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi
dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai

penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:

1) mengoordinasikan penyusunan RBA;

2) menyiapkan dokumen pelaksanan anggaran BLU;
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3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

4) menyelenggarakan pengelolaan kas;

5) melakukan pengelolaan utang-piutang;

6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;

7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan selaku Pejabat Keuangan dibantu

oleh:

a) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;

b) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;

¢) Bagian Keuangan dan Umum; dan

d) Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Baglan Perencanaan dan Sistem Informasl

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,

serta pengembangan sistem informasi. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan

fungsi:

1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian
kinerja;

2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;

3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kinerja, dan
perjanjian kinerja;

4) penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

5) penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat;

6) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran;dan

7) penyiapan bahan penyusunan laporan perencanaan dan anggaran.

b) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan
organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, advokasi
hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan
Hukum menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;

2) penyiapan bahan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, bina karir, dan pengembangan
pegawai pada Badan;
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3) penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan jaminan produk

halal; dan

4) penyiapan bahan analisis dan fasilitasi advokasi hukum.

¢) Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan
keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan tata
usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara pada Badan. Bagian Keuangan dan
Umum menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan pada Badan;

2) penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada
Badan;

3) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan

4) penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik
negara.

3. Pejabat Teknis

Kepala Pusat sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas

kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang
berkewajiban:
1) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
3) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Tugas Pejabat Teknis adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
jasa dibidangnya masing-masing, yaitu:
a) DPejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, yang memiliki fungsi:

1) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian

kesesuaian;
2) peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;

3) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian
kesesuaian;

4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi
dan penilaian kesesuaian;

5) pemberian bimbingan tcknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan

penilaian kesesuaian; dan
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c)

6)

pelaksanaan administrasi Pusat.

Pejabar Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang memiliki

fungsi:

1)

2)

3)

6)

7)

koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku

usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;

peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan

produk halal;

fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku

usaha dan pengawasan jaminan produk halal;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku

usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina audiror halal, pelaku usaha, dan
pengawasan jaminan produk halal;

pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan
jaminan produk halal; dan

pelaksanaan administrasi pusat.

Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi

dan Kerjasama, yang memiliki fungsi:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
peningkatan layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi

produk halal;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk

halal;
pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan

pelaksanaan administrasi pusat.

4. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pemeriksaan Intern adalah satuan fungsional yang bertugas mendukung kegiatan BPJPH

dalam pemeriksaan Intern dalam lingkup kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH. Satuan Pemeriksaan

Intern dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala BPJPH dengan

persetujuan Pejabat Kementerian Agama, serta bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH. Kepala

Satuan Pemeriksaan Intern diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) rahun dan dapar diangkat

kembali sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Satuan Pemeriksaan Intern memiliki

tugas, yaitu:

1) menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
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2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;

3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efekrivitas di bidang keuangan,
akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan
lainnya;

4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objekrif tentang kegiatan yang diawasi pada

semua tingkat manajemen;

5) membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan rtersebut kepada

Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;

6) memberikan rckomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya

pencapaian strategi bisnis BLU;

7) memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan rindak lanjur rekomendasi pengawasan
oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan
pembina BLU;

8) melakukan reviu laporan keuangan;
9) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

10) menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas

SPI; dan

11) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Satuan Pemeriksaan Intern memiliki wewenang dalam:

1) mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik
Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;

2) melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/ atau Dewan Pengawas;

3) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/ atau Dewan

Pengawas;

4) melakukan koordinasi dengan aparar pengawasan intern Pemerintah dan/ atau aparat

pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan

5) mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern

Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

5. Dewan Pengawas

Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat
Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan
keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tersebut, dilaksanakan dengan:

1) menghadiri rapat Dewan Pengawas;

2) memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan;
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3) memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola
BLU;

4) mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas
pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;

5) memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan
dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;

6) menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/
Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan

7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

1) memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, Pejabat Pengelola
BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh
Pejabat Pengelola BLU;

2) melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal tetjadi gejala menurunnya
kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada
Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

4) menerapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan
secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolekeif dan kolegial.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas berwenang untuk :

1) mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU antara lain laporan keuangan dan laporan
kinerja;

2) mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan
intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

3) mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam
pelaksanaan kegiatan BLU;

4) mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau pegawai BLU
5) mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
6) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;

7) meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan
Pengawas;
8) memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU;

9) meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri/
Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menteri Keuangan; dan

10) melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Rencana Bisnis Anggaran BPJPH Tahun 2022

1)

2)

3)

4)

5)

Keanggoraan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas sebagai berikut:

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) yang terdiri atas unsur pejabat
Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLU BPJPH. Salah secorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua
Dewan Pengawas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang

Sekretaris Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/pegawai

BPJPH, Pejabat/Pegawai Kementerian Agama, Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, atau

profesional.

Persyaratan umum seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:

a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b) Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;

c¢) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

d) Bukan anggota atau pengurus partai politik;

e) Bukan calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif;

f) Bukan calon kepala/ wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;

g) Bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola
pada BLU;

h) Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;

i) Tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadil yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

j) Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
anggota direksi/komisaris/ dewan pengawasyang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan
suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
Keuangan Negara; dan

k) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut
garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan
dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.

Persyaratan khusus seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:

a) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan

b) Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan
BLU.

Dalam mengajukan calon Dewan Pengawas dilengkapi dengan informasi kompetensi yang

terdiri dari Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) dan Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang

dimiliki yang disahkan oleh pejabat berwenang.
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6) Menteri Agama menyampaikan surat usulan anggora Dewan Pengawas yang relah lulus

pengujian persyaratan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
7) Remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Agama.

8) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapar diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan.

9) Apabila oleh suatu sebab jabatan Dewan Pengawas kosong, maka Menteri Agama berwenang

untuk menetapkan penggantinya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

10) Seorang Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis oleh Menteri

Agama dengan persetujuan Menteri Keuangan.
11) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dari Jabatannya dilakukan dalam hal:
a) masa jabatan berakhir;
b) meninggal dunia;
¢) mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; atau
d) diganti sebelum masa jabatan berakhir.

12) Apabila pejabat Dewan Pengawas diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya

berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan pejabat sebelumnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada
Pemimpin BLU. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan BPJPH secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

7. Unit Pengembangan Usaha
Unit pengembangan usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan

layanan dan mengoptimalkan sumbersumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU.
Pemimpin unit usaha dapat diberikan kewenangan mengelola Rekening Operasioanal BLU
tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Prakrik Bisnis

yang Sehat.

Pemimpin unit usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja
manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU. Pelaksanaan kegiatan pada
unit usaha harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk
mendapatkan keuntungan. Unit pengembangan usaha ini memiliki  bidang-bidang, sebagai
berikut:

1. Bidang Pengelolaan Risiko;
2. Bidang Pengelolaan Bisnis Dalam Negeri;dan
3. Bidang Pengelolaan Bisnis Luar Negeri.



KINERJA BLU TA 2021 DAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN
BLU TA 2022

A. GAMBARAN KONDISI SATKER BLU

1. Kondisi Internal Satker BLU

BPJPH sebagai bagian integral dari Kementerian Agama dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945
dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini juga diperkuat
dengan di terbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin
kepastian hukum bagi konsumen muslim Indonesia untuk menikmati produk halal. Dalam
perjalanannya untuk dapat terlaksananya UU terseburt diterbitkan Peraturan Pelaksana yakni PP
Nomor 31 rahun 2019 sebagai amanar tentang peraturan pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014.

Di tengah mulai beroperasinya layanan BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi
yang mengubah bisnis proses BPJPH yakni ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Dengan demikian BPJPH wajib menyesuaikan bisnis

prosesnya melalui penetapan regulasi sebagai regulasi turunan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019, tentang BPJPH
sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
maka BPJPH diharapkan akan dapat lebih mandiri dan fleksibel dalam pengelolaan keuangan, aset,
organisasi dan manajemen, serta sumberdaya manusia. Keleluasaan dalam mengelola keuangan dan

aset sebagai salah satu faktor penentu utama dalam pencapaian visi dan misi BLU BPJPH.

Perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini memasuki tahun
kedua sebagai unit eselon satu di lingkungan Kementerian Agama yang menjalankan fungsi sebagai
Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Saat ini peraturan tarif layanan sertifikasi halal sudah diterbitkan. Pelayanannya juga diupayakan
lebih cepat dan mudah, melalui aplikasi Sihalal yang dapar diakses oleh pelaku usaha. Pemberlakuan
tarif layanan sertifikasi halal bagi UMK, perlu dilakukan upaya publikasi, sosialisasi dan edukasi.

Tujuannya, agar pelaku usaha memperoleh pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal dan

pengetahuan terkait kehalalan produk.
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Untuk menjalankan layanan jaminan produk halal, BPJPH mempunyai kekuatan antara lain

sebagai berikut:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

BPJPH adalah satu-satunya badan yang memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut
sertifikat halal di Indonesia;

Kewajiban bersertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia dilakukan
dengan tahapan;

Proses sertifikasi BPJPH memiliki tenggat waktu yang lebih pasti;

Proses sertifikasi lebih transparan baik prosedur maupun tarif yang ditetapkan;

Sertifikasi BPJPH diakui secara internasional;

Sertifikasi halal oleh BPJPH memiliki masa berlaku yang lebih lama;

Kementerian Agama memiliki kantor wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kemudahan
pelayanan karena adanya satuan tugas daerah yang membantu proses sertifikasi pelaku usaha di
daerah;

Sudah siapnya aplikasi layanan halal yang dapat diakses masyarakat luas yang dapat mempercepat
proses permohonan sertifikat halal;dan

Kerja sama dengan Kementerian, Lembaga Terkait, Ormas, Universitas dan yayasan dalam
rangka peningkatan layanan.

Diantara banyaknya kekuatan yang dimiliki BPJPH, masih terdapat kelemahan yang menjadi

kendala permasalahan layanan, yaitu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9

Belum tersedianya kantor perwakilan daerah dalam bentuk strukeur vertikal Kementerian
Agama;

Sebagian peraturan dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses
penyelesaian;

Masih terbatasnya jumlah LPH yang melayani sertifikat halal, yakni LPPOM MUI, Sucofindo,
dan Surveyor;

Masih terbatasnya jumlah pendamping PPH yang melayani sertifikasi halal bagi UMK;
Belum ditetapkan Standar Metode Uji Halal;

Belum ditetapkan Pedoman Auditor Halal Melakukan Audit Halal;

Belum ditetapkan Format Laporan Auditor Halal;

Belum ditetapkan Standar Akreditasi LPH;

Belum ditetapkan Standar Kerja Sama Dalam Negeri;dan

10) Masih terbatasnya jumlah LHLN yang bekerjasama dengan BPJPH;

a) Keuangan

BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menggunakan dana APBN. Tahun 2021,
BPJPH memperoleh penerimaan dari layanan sertifikasi halal sebesar Rp14.000.000,-. Pada Tahun
2018 total yang dialokasikan APBN sebesar Rp75.951.805.000,- Kemudian alokasi APBN tahun



2019 sebesar Rp201.416.463.000,- dan di tahun 2020 alokasi APBN sebesar Rp40.228.541.000,-
dan alokasi 2021 sebesar Rp83.747.982.000,- sedangkan untuk alokasi rahun 2022 sebesar
Rp114.190.163.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2018 s.d. 2022

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Belanja 2018 2019 2020 2021 2022
I. | Belanja Pegawai 11.212.868 13.519.503 12.298.575 15.312.196 14.231.887
2. (Belanja  Barang/ 41.906.991 29.400.807 25.893.525 50.828.413 95.683.153
jasa
3. | Belanja Modal 22.831.946 158.496.153 2.096.441 8.334.650 4.275.123
Total Belanja 75.951.805| 201.416.463 | 40.288.541 74.475.259 | 114.190.163
Pendapatan
I. |RM 75.951.803 52.554.744 40.288.541 74.325.259 105.390.163
PNBP 45.500 8.800.000
Pinjaman/Hibah
LN
Pinjaman/Hibah
DN
Hibah Langsung
SBSN PBS 148.861.719
Total 75.951.803 | 201.416.463 | 40.288.541 74.370.759 | 114.190.163

Dalam pengelolaan keuangan BLU, BPJPH telah memiliki aplikasi BIOS sebagai upaya

penerapan I'T dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja. Pengembangan

sistem informasi BIOS antara lain operasionalisasi BIOS, penggunaan aplikasi persuratan dan

pemrosesan yang setara, dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan urama BLU.

Dalam pengelolaan keuangan, BPJPH memiliki kekuatan antara lain:

1.

2
h
4

Sumber pendapatan berupa PNBP dari tarif layanan yang diberlakukan;
Telah ditetapkan keputusan Kepala Badan tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH;
Telah ditetapkan peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH;

Telah memiliki Rekening Dana Kelolaan, Rekening Operasional Penerimaan, dan Rekening

Operasional Pengeluaran pada Bank yang telah ditetapkan; dan

Telah memiliki sistem pengelolaan keuangan BLU.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki BPJPH dalam pengelolaan keuangan yaitu:
Sistem akunrtansi BLU belum berjalan secara oprimal;
Belum memiliki satuan pengendalian internal BLU; dan

Selum memiliki unit usaha pengembangan bisnis BPJPH.






